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Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) maka Perangkat Daerah
penerbit izin dan pembina usaha Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 129) perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern di Kabupaten Kediri;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2000 Nomor 10/Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 94);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2013
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 129);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN KEDIRI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 111) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka S5 diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah untuk menerbitkan izin usaha Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kediri.

5. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
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Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah
penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat
perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa,
pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar Rakyat
adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan
swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan
tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala
kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang
dagangan melalui tawar menawar.

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri
dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara
vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan
kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan
kegiatan perdagangan barang.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang
digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya
satu penjual.

Toko Modern yang selanjutnya disebut Toko Swalayan
adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket
ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang
melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui
satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian
barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari
secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara
pelayanan mandiri (swalayan).

Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah
tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara
eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara

pelayanan mandiri.
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Department Store adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan secara eceran dan langsung kepada
konsumen barang konsumsi terutama produk sandang dan
perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis
kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah
tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara
eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya
terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba
ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang
pengelolaanya dilakukan secara tunggal.

Pusat perdagangan (trade centre) adalah kawasan pusat jual
beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan
lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung
oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau
badan usaha.

Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat
usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi
dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok,
perorangan, perusahaan, atau Kkoperasi untuk melakukan
penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada
bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan
wilayah/tempat.

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya
disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya
disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya
disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha
pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Kemitraan adalah adalah kerjasama usaha antara Usaha
Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai
dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha
Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip
saling memerlukan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
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20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut
UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil
dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.

21. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam
melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko
modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu
berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu
usaha.

22. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah
dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu
berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas
baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat
bersaing dengan toko modern.

23.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan
dan pendirian toko modern di suatu daerah, agar tidak
merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro,
kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

24, Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah
Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan
unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona

peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
(1) Jarak pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar

tradisional minimal radius 1.000 meter.

(2) Jarak pusat perbelanjaan dan toko modern (kecuali
minimarket) dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
(kecuali minimarket) lainnya minimal radius 1500 meter.

(3) Jarak pusat perbelanjaan dengan minimarket minimal
radius 500 meter.

(4) Jarak minimarket dengan minimarket lainnya minimal
radius 500 meter.

(5) Jarak minimarket minimal 50 meter dari warung/toko
sejenis di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada

minimarket.
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(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) dikecualikan untuk kawasan yang telah
ditetapkan sebagai Central Bussines District (CBD).

Pasal 15 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15
(1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 tidak diwajibkan memperoleh
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

(2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern,
pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan
permohonan izin baru.

(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku:
a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;

b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi
yang sama.

(4) Dihapus.

Ketentuan Pasal 19 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 19

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :

a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan
barang dan/atau jasa secara monopoli :

b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok
masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi
kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan
kepentingan masyarakat ;

c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat
dan jenisnya membahayakan kesehatan :

d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa ;
mengubah, menambah sarana dan/atau menyalahgunakan
tempat usaha tanpa Izin dari Kepala Daerah;

f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja
asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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S. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam:

a. Pasal 10 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal
15 ayat (4), Pasal 17 dan Pasal 19 huruf e dikenakan
sanksi administratif;

b. Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf f
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Kepala Daerah.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 - 2 - 2018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 - 2 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI
ttd
SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:

33-4/2018 Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI

S S DAERAH

H. SUPOYO, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018




II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN KEDIRI

UMUM
Perubahan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka

penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, agar dalam
pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dan dalam rangka menyikapi perubahan dan perkembangan dunia
usaha, maka pengaturan tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan
toko modern perlu disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai sosial budaya
Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
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